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AB S T RAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 merupakan putusan
penting dalam penguatan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya
terkait larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri. Permohonan pengujian undang-
undang ini diajukan karena Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara hanya secara eksplisit mengatur larangan rangkap jabatan bagi
menteri, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kedudukan wakil
menteri. Rumusan masalah Penelitian ini adalah 1) Bagaimana Pertimbangan Hukum
Hakim MK tentang Larangan Rangkap Jabatan Dalam Putusan MK No. 128/PUU-
XXIII/2025?. 2) Bagaimana Konsekuensi Hukum Putusan MK No. 128/PUU-
XXIII/2025 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri?. Metode penelitian
yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan data sekunder. Teknik
pengumpulan data dengan cara studi dokumen, di analisis dengan metode kualitatif.
Hasil penelitian:1) Pertimbangan hakim didasarkan pada kedudukan wakil menteri
sebagai pejabat negara, bertentangan dengan prinsip negara hukum,tata pemerintahan
yang baik, dan kepastian hukum serta pencegahan konflik kepentingan yang
menimbulkan; 2) konsekuensi hukum bahwa larangan rangkap jabatan bagi Wakil
Menteri berlaku secara final, mengikat, Terjadi pergeseran makna normatif,
Memperkuat Prinsip Good Governance dan Penguatan prinsip supremasi konstitusi.
Putusan ini berimplikasi pada perlunya penyesuaian regulasi dan praktik
pemerintahan agar larangan rangkap jabatan dapat diterapkan secara efektif.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Wakil Menteri, Rangkap Jabatan.
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UNIVERSITAS BUNG HATTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.1 Dalam rangka menjalankan roda

pemerintahan, Presiden sebagai kepala pemerintahan dibantu oleh para menteri yang

memimpin kementerian. Untuk mendukung efektivitas kinerja kementerian, Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara memperkenalkan posisi

Wakil Menteri sebagai pejabat yang membantu menteri dalam pelaksanaan tugas

tertentu. Keberadaan wakil menteri ini semakin penting mengingat luasnya cakupan

kerja kementerian dan kompleksitas kebijakan publik yang harus ditangani.

Posisi Wakil Menteri kerap menimbulkan persoalan hukum dan tata kelola

pemerintahan, terutama terkait rangkap jabatan. Sebelum adanya putusan Mahkamah

Konstitusi ( selanjutnya disingkat MK) , ketentuan larangan rangkap jabatan secara

eksplisit hanya ditujukan kepada menteri sebagaimana tercantum dalam Pasal 23

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Pasal tersebut melarang menteri merangkap

jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris atau direksi pada perusahaan

negara/swasta, serta pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1 Jimly Asshiddiqie. Gagasan negara hukum Indonesia. In Makalah Disampaikan dalam
Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan
Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan (Vol. 1), hlm. 1.
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(APBD). Akan tetapi, norma tersebut tidak secara tegas menyebutkan larangan yang

sama bagi Wakil Menteri.

Ketiadaan norma larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri membuka celah

hukum (legal gap) dan menimbulkan praktik di mana seorang wakil menteri

merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

maupun perusahaan swasta. Kondisi ini menimbulkan potensi konflik kepentingan,

tumpang tindih kewenangan, dan dapat mengurangi fokus seorang pejabat negara

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dari perspektif tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance), rangkap jabatan dianggap tidak sejalan

dengan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan integritas dalam penyelenggaraan

negara.

Sejumlah pihak kemudian mengajukan permohonan uji materi (judicial

review) ke MK (MK) terkait Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yang

menyatakan “Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi

pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang

dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah.” Permohonan tersebut pada akhirnya menghasilkan Putusan MK

Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada tanggal 28 Agustus 2025. Dalam

putusan tersebut, MK menyatakan bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup menteri dan wakil
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menteri2 Dengan kata lain, Mahkamah memperluas cakupan norma larangan rangkap

jabatan agar berlaku pula bagi wakil menteri.

Putusan ini menegaskan bahwa seorang wakil menteri, sama halnya dengan

menteri, dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris atau

direksi perusahaan negara maupun swasta, serta pimpinan organisasi yang dibiayai

dari APBN atau APBD. Mahkamah berpendapat bahwa wakil menteri merupakan

bagian dari jabatan publik yang harus tunduk pada prinsip bebas konflik kepentingan

dan pengabdian penuh kepada negara.3 Untuk menjaga stabilitas pemerintahan,

Mahkamah memberikan masa transisi selama dua tahun bagi pemerintah untuk

menyesuaikan dan melaksanakan ketentuan tersebut.4

Dari sisi yuridis, putusan MK ini menimbulkan sejumlah konsekuensi penting.

Pertama, adanya perubahan tafsir norma Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2008 dari sebelumnya hanya berlaku bagi menteri, kini meliputi juga wakil menteri.

Kedua, putusan tersebut mempertegas kewenangan MK dalam melakukan

constitutional review tidak hanya sebatas membatalkan norma undang-undang yang

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

tetapi juga memaknai ulang (reinterpretasi) norma agar selaras dengan prinsip

konstitusional. Ketiga, konsekuensi praktis bagi pejabat yang saat ini merangkap

jabatan harus melakukan penyesuaian agar tidak bertentangan dengan hukum.

2 MK Republik Indonesia, “Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan”,
https://www.mkri.id/berita/wakil-menteri-dilarang-rangkap-jabatan--23695, diakses 6 Oktober 2025.

3 Hukumonline, “MK Putuskan Larangan Rangkap Jabatan Berlaku bagi Wakil Menteri”,
hukumonline.com, diakses 6 Oktober 2025.

4 DetikNews, “Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, MK Beri Waktu 2 Tahun untuk Diganti”,
news.detik.com, diakses 6 Oktober 2025.
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Dari sudut pandang teori hukum tata negara, tindakan MK dalam putusan ini

merupakan bentuk reinterpretasi konstitusional terhadap norma yang kabur atau tidak

lengkap. MK tidak hanya menjalankan fungsi negative legislator, tetapi juga dapat

berperan sebagai positive legislator dalam konteks tertentu, terutama ketika norma

hukum memerlukan penguatan makna agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip

konstitusi5. Pendekatan seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa konstitusi

tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga secara substantif. Dalam konteks

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, MK memilih tidak membatalkan,

melainkan menambahkan tafsir untuk memastikan kesetaraan perlakuan hukum.

Tindakan ini mempertegas bahwa kekuasaan kehakiman dapat berfungsi sebagai

pelindung prinsip-prinsip etika jabatan dalam sistem demokrasi.

Pelaksanaan putusan MK tersebut tidak lepas dari tantangan. Di satu sisi,

putusan ini membawa angin segar bagi penguatan prinsip good governance dan

penegakan konstitusionalitas. Di sisi lain, terdapat potensi resistensi dari pihak

eksekutif dan birokrasi, terutama bagi wakil menteri yang telah lama merangkap

jabatan. Selain itu, masa transisi dua tahun berpotensi dimanfaatkan untuk menunda

pelaksanaan putusan secara efektif. Kritik publik juga muncul terkait komitmen

pemerintah dalam menegakkan larangan rangkap jabatan secara konsisten.6

5 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, 2021 Edisi Kedua, Sinar
Grafika, Jakarta, hlm. 145–147.

6 NU Online, “Respons Istana soal Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN”, nu.or.id,
diakses 6 Oktober 2025
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Berikut tabel sejumlah wamen Kabinet Merah Putih (KMP) melakukan

rangkap jabatan antara lain;7

Tabel
Wakil Menteri yang Merangkap Jabatan

No. NamaWamen Jabatan Wamen Jabatan Komisaris (yang
dirangkap)

1 Sudaryono Pertanian Komisaris Utama PT Pupuk
Indonesia

2 Giring
Ganesha

Kebudayaan Komisaris PT Garuda
Maintenance Facility Aero Asia
Tbk

3 Angga Raka
Prabowo

Komunikasi & Digital Komisaris Utama PT Telkom
Indonesia

4 Ossy
Dermawan

ATR/BPN Komisaris PT Telkom Indonesia

5 Silmy Karim Imigrasi &
Pemasyarakatan

Komisaris PT Telkom Indonesia

6 Fahri Hamzah Perumahan &
Kawasan Permukiman

Komisaris PT Bank Tabungan
Negara (BTN)

7 Suahasil
Nazara

Keuangan Komisaris PT PLN

8 Aminuddin
Ma’ruf

BUMN Komisaris PT PLN

9 Kartika
Wirjoatmodjo

BUMN Komisaris Utama PT Bank
Rakyat Indonesia (BRI)

10 Helvy Yuni
Moraza

UMKM Komisaris PT BRI

11 Diana
Kusumastuti

Pekerjaan Umum Komisaris Utama PT Brantas
Abipraya

12 Yuliot Tanjung ESDM Komisaris PT Bank Mandiri
13 Didit

Herdiawan
Ashaf

Kelautan & Perikanan Komisaris Utama PT Perikanan
Indonesia

14 Suntana Perhubungan Komisaris Utama PT Pelabuhan
Indonesia (Pelindo)

15 Dante Saksono
Harbuwono

Kesehatan Komisaris PT Pertamina Bina
Medika

7 Kompas. Com “ 31Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN”, money.kompas.com,
diakses 6 Oktober 2025
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16 Donny
Ermawan
Taufanto

Pertahanan Komisaris Utama PT Dahana

17 Christina
Aryani

P2MI / Wakil Kepala
BP2MI

Komisaris PT Semen Indonesia
(SMGR)

18 Diaz
Hendropriyono

Lingkungan Hidup Komisaris Utama PT Telkomsel

19 Ahmad Riza
Patria

Desa & Pembangunan
Daerah Tertinggal

Komisaris PT Telkomsel

20 Dyah Roro
Esti Widya
Putri

Perdagangan Komisaris Utama PT Sarinah

21 Todotua
Pasaribu

Investasi & Hilirisasi
/ BKPM

Wakil Komisaris Utama PT
Pertamina

22 Ratu Isyana
Bagoes Oka

Kependudukan & KB Komisaris PT Dayamitra
Telekomunikasi (Mitratel)

23 Juri Ardiantoro Sekretaris Negara Komisaris Utama PT Jasa Marga
24 Nezar Patria Komunikasi & Digital Komisaris Utama PT Indosat
25 Veronica Tan Perempuan &

Perlindungan Anak
Komisaris PT Citilink

26 Taufik Hidayat Pemuda & Olahraga Komisaris PT PLN Energi
Primer Indonesia (EPI)

27 Stella Christie Pendidikan Tinggi,
Sains & Teknologi

Komisaris PT Pertamina Hulu
Energi

28 Arif Havas
Oegroseno

Luar Negeri Komisaris PT Pertamina
International Shipping

29 Ferry
Juliantono

Koperasi Komisaris PT Pertamina Patra
Niaga

30 Bambang Eko
Suhariyanto

Sekretaris Negara Komisaris PT PLN

31 Eddy Hiariej Hukum Komisaris PT Perusahaan Gas
Negara Tbk atau PGN

Sumber : Kompas. Com, diakses 6 Oktober 2025

Dari total 59 wakil meteri dalam Kabinet merah Putih, tercatat 31 orang atau

sekitar 53% diketahui merangkap jabatan di lembaga lain, seperti komisaris BUMN.

Hal ini menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan masih marak terjadi di

lingkungan pemerintahan, tingginya presentase rangkap jabatan di kalangan wakil

menteri ini menjadi sinyal perlunya penegasan kembali batasan hukum dan etika
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jabatan publik agar kewenangan eksekutif tetap sejalan dengan prinsip profesionalitas

dan supremasi konstitusi.

Wakil Menteri yang juga menjabat sebagai Komisaris di BUMN, dapat

menimbulkan konflik kepentingan yang serius. Kepentingan perusahaan tempatnya

menjadi komisaris bisa saja memengaruhi kebijakan kementerian yang seharusnya

berpihak pada kepentingan publik. Situasi seperti ini bukan hanya mengancam

integritas dan objektivitas pemerintahan, tetapi juga berpotensi menimbulkan

kerugian keuangan negara. Selain itu, rangkap jabatan membuat Wakil menteri sulit

fokus menjalankan tugas utama di kementerian, sehingga menimbulkan inefisiensi

birokrasi dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Dalam pandangan

masyarakat, praktik ini sering dianggap sebagai bentuk balas budi politik atau

patronase, bukan karena profesionalisme, dan pada akhirnya dapat mengurangi

kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian yang

berjudul : “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NO. 128/PUU-XXIIII/2025

TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATANWAKILMENTERI.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim MK tentang Larangan Rangkap

Jabatan Dalam Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025?

2. Bagaimana Konsekuensi Hukum Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025

Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri?
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C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim MK tentang Larangan

Rangkap Jabatan Dalam Putusan MK No. 128/PUU-XXIIII/2025.

2. Untuk menganalisis Konsekuensi Hukum Putusan MK No. 128/PUU-

XXIII/2025 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum

yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif

ini disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen.8

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data

yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen resmi dari pemerintah, data arsip,

yurisprudensi Mahkamah Agung dan sebagainya. Data sekunder tersebut meliputi;9

a. Bahan Hukum Primer

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil

Menteri

8 Maiyestati,Metode Penelitian Hukum, 2022, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 19
9 Ibid, hlm. 28
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4) Putusan MK No. 128/PUU-XXIIII/2025 Tentang Pengujian Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer, seperti Rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian. Hasil kaya dari

kalangan hukum, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Cara memperoleh data dalam penelitian ini adalah, penulis menggunakan

Teknik pengumpulan data studi dokumen. Dalam melakukan studi dokumen, penulis

memepelajari bahan kepustakaan seperti jurnal, dan buku yang berhubungan dengan

permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Adapun bahan hukum yang diperoleh dari penelitian studi kepustakaan yang

akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan interpretasi

terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh, sehingga berfokus pada

pengkajian asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
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